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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam 

pembentukan peraturan daerah melakukan persiapan dengan melakukan 

penyusunan SK, selanjutnya dilakukan pembentukan SK sesuai dengan 

Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, 

Pembentukan tim pemerkasa, setelah dibahas bersama peraturan daerah 

tersebut dilakukan harmonisasi ke Kemenkumham dan Bagian Hukum ikut 

serta memfasilitasi ke Biro Hukum Provinsi. Penyusunan Peraturan daerah 

ini masih mengacu ke Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. 

2. Faktor penghambat dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi 

dalam menjalankan peranan adalah Kurangnya sumber daya manusia pada 

Bagian Hukum Sekretriat Daerah Kota Jambi terutama pada Subbag 

Perundang-Undangan yang hanya 3 orang, Belum adanya pelatihan– 

pelatihan terstruktur yang masif bagi Staf Subbag Perundang- 

Undangan, Serta Biaya pendidikan Jabatan Fungsional Perancang 

Perundang-undangan tinggi. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti 

berikan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi melalui Sub Bagian 

Perancangan Produk Hukum Seketariat Daerah Kota Jambi diharapkan 

tidak hanya menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang baik dan benar, namun diharapkan pula memahami berbagai masalah 

perundangan baik dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga 

produk hukum daerah yang dihasilkan dapat bekerja secara efektif dan 

aplikatif. 

2. Diharapkan adanya penambahan anggota pada Bagian Hukum Sekretariat 

Kota Jambi dan pelatihan – pelatihan terstruktur yang masif bagi Staf 

Subbag Perundang-Undangan maupun Jabatan Fungsional Perancang 

Perundang-undangan di wilayah Kota Jambi. 


